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ABSTRAK

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNI EROPA
TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DI EROPA, 2019-
2023

Oleh

Jonathan Samudera Hasiholan

Tingginya kasus perdagangan senjata api ilegal merupakan ancaman
multidimensi di kawasan Eropa terutama dalam hal keamanan yang didorong oleh
tingginya kasus kejahatan transnasional terorganisir. Uni Eropa sebagai
institusi/organisasi yang memiliki legitimasi terkuat di kawasan Eropa merespons
dengan suatu kebijakan yang meliputi tindakan legal, operasional, serta kerja sama
dengan negara-negara mitra yang berbatasan langsung dengan anggota Uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan konsep enam fase proses pengambilan
keputusan (Decision Making) oleh Morin & Paquin, meliputi framing, agenda
setting, options, decision, implementation, dan evaluation serta konsep kerja sama
internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder dari berbagai laporan
resmi dan publikasi ilmiah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa sebagai aktor
supranasional dan intergovernmental secara aktif membingkai perdagangan senjata
api ilegal sebagai ancaman yang serius. Dengan inisiatif Action Plan on Firearms
Trafficking  (2015-2019 dan  2020-2025) dan EMPACT (European
Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) dari negara anggota,
pendekatan legislatif melalui Firearms Directive, dan upaya kerja sama
internasional dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional yang
selanjutnya kebijakan diterapkan melalui transposisi direktif oleh negara anggota
dan partisipasi aktif dalam operasi gabungan. Namun, meskipun terdapat upaya
maksimal dari Uni Eropa dan kerja sama dari negara anggota, evaluasi
menunjukkan adanya tantangan signifikan terutama dalam inkonsistensi transposisi
Firearms Directive yang berdampak pada efektivitas operasional.

Kata Kunci: Uni Eropa, Kebijakan, Perdagangan Senjata Api llegal, Decision
Making, Kerja Sama Internasional.
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ABSTRACT

THE DECISION MAKING PROCESS OF EUROPEAN UNION'S POLICY
ON ILLICIT FIREARMS TRAFFICKING IN EUROPE, 2019-2023

By

Jonathan Samudera Hasiholan

The high incidence of illicit firearms trafficking poses a multidimensional threat in
Europe, particularly in terms of security, driven by the rise of transnational
organized crime. As the institution with the strongest legitimacy in the region, the
European Union has responded with a policy framework that includes legal
measures, operational actions, and cooperation with partner countries bordering EU
member states. This study employs the six-phase decision-making process model
by Morin and Paquin, comprising framing, agenda setting, options, decision,
implementation, and evaluation, alongside the concept of international cooperation.
The research employs a qualitative approach, utilizing descriptive analysis and
secondary data sourced from official reports and scholarly publications. The
findings reveal that the European Union, as both a supranational and
intergovernmental actor, actively frames illicit firearms trafficking as a serious
threat. Through initiatives such as the Action Plan on Firearms Trafficking (2015—
2019 and 2020-2025), the EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against
Criminal Threats) initiative among member states, legislative efforts through the
Firearms Directive, and international cooperation with partner countries and global
organizations, the EU has established a comprehensive policy response. This policy
is implemented through the transposition of directives by member states and active
participation in joint operations. However, despite the EU’s extensive efforts and
cooperation among its members, the evaluation phase highlights significant
challenges, particularly the inconsistent transposition of the Firearms Directive,
which affects overall operational effectiveness.

Keywords: European Union, Policy, Illicit Firearms Trafficking, Decision Making,
International Cooperation.
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I. PENDAHULUAN

Skripsi ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan kebijakan
Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal di kawasan Eropa yang didorong
oleh tingginya kejahatan transnasional terorganisir seperti peredaran narkoba,
pencucian uang, perdagangan manusia, terorisme, dan lain sebagainya. Penelitian
ini penting untuk dilakukan karena ditemukan adanya kesenjangan (gap) antara
kondisi ideal dan faktual serta merupakan isu kontemporer yang tergolong memiliki
kebaruan. Oleh karena itu pada bagian latar belakang ini penulis menjelaskan alasan
pemilihan isu perdagangan senjata api ilegal di Eropa sebagai topik utama,
kehadiran Uni Eropa serta kebijakannya sebagai organisasi yang mempunyai hak
dan wewenang di kawasan Eropa. Pada bab ini pula penulis menyajikan rumusan

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perdagangan senjata api ilegal merupakan permasalahan global yang
kompleks dan terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas banyak negara,
perdagangan senjata api ilegal adalah aktivitas yang melibatkan produksi, penjualan,
dan penyelundupan senjata api tanpa izin yang sah, dan seringkali melintasi batas
negara (Murphy, 2024). Senjata api sendiri adalah setiap senjata laras yang dapat
dibawa dan menembakkan, dirancang untuk menembakkan, atau dapat dengan
mudah diubah untuk menembakkan peluru, proyektil, atau tembakan dengan aksi

bahan peledak, kecuali senjata api antik atau replikanya (saferworld, 2012).

Perdagangan senjata api ilegal merupakan tantangan besar untuk negara-
negara beserta lembaga penegak hukum terutama di kawasan Eropa dimana
kawasan ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan senjata api. Berdasarkan

firearms protocol/protokol senjata api yang dirumuskan oleh United Nations Office



on Drugs and Crime (UNODC), Perdagangan senjata api ilegal adalah segala
aktivitas ekspor, impor, kepemilikan, penjualan, pengiriman, pergerakan atau
transfer dari senjata api, baik bagian, komponen, maupun amunisi dari satu negara
ke negara lain, hal tersebut dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pihak berwenang
dimana proses manufaktur dilakukan atau tanpa penandaan dari senjata api pada
saat proses manufaktur (UNODC, 2005). Perdagangan senjata api ilegal dapat
memunculkan berbagai macam aksi kejahatan dikarenakan dapat mengakomodasi
aksi kriminal yang menciptakan kekhawatiran di masyarakat hingga penggunaan

kekerasan dan dapat menimbulkan korban (EUROPOL, 2021).

Uni Eropa atau European Union adalah organisasi berbasis di Eropa yang
berawal dari munculnya organisasi internasional di Eropa bernama European Steel
and Coal Community yang berdiri pada tahun 1951 dengan 6 negara anggota yaitu
Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda yang kemudian
organisasi ini semakin berkembang dengan munculnya organisasi lain dengan basis

yang sama (European Union, 2025).

Uni Eropa dibayangi ancaman keamanan dari tren penangkapan perdagangan
senjata api ilegal di Eropa tahun 2019-2023 berdasarkan data factsheets EMPACT
yang dikeluarkan oleh Europol.

Gambar 1.1 Data jumlah penangkapan dari kasus perdagangan senjata

api ilegal di Eropa tahun 2019-2023
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Sumber: (European Commission, 2024)



Dapat dilihat dari data yang disajikan bahwa pada tahun 2019, kasus
penyitaan senjata api ilegal terbanyak dan tertinggi yang kemudian turun di tahun
2020 dan kembali naik pada tahun 2021, pola fluktuasi tersebut terus berlanjut
hingga tahun 2023. Hal tersebut merupakan ancaman untuk Uni Eropa dikarenakan
hasil yang tidak konsisten dalam mencapai suatu tujuan dan dalam menangani hal
ini, tentu diperlukan kerja sama antar-negara serta kebijakan yang tepat dalam
menangani tindak kriminal yang melintasi batas masing-masing negara di Eropa
terutama perdagangan senjata api ilegal yang dapat memberi dampak besar baik itu

kejahatan dengan senjata api hingga terorisme.

Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki legitimasi yang kuat di Eropa
tentunya memiliki andil penting dalam masalah perdagangan senjata api tersebut.
Uni Eropa sendiri memandang perdagangan senjata api ilegal sebagai masalah
utama dari berbagai macam isu seperti aksi menyakiti diri sendiri, kekerasan
domestik, atau lebih parah lagi yaitu jatuh ke tangan kriminal atau teroris (Murphy,
2024). Uni Eropa secara aktif terlibat dalam segala macam ancaman yang
diakibatkan dari perdagangan senjata api ilegal baik itu melalui jalur legislatif
maupun kebijakan, serta memberi bantuan kepada negara anggota untuk melawan

perdagangan senjata api ilegal (Murphy, 2024).

Sistem pemerintahan Uni Eropa terbilang unik dan berbeda dengan
organisasi internasional lainnya dimana Uni Eropa mempunyai status sebagai
organisasi yang bersifat supranasional dan intergovernmental. Supranasional
sendiri mempunyai arti bahwa negara tidak mempunyai kekuatan yang lebih kuat
daripada organisasi yang diatasnya pada beberapa bidang dan setiap keputusan yang
diambil oleh organisasi tersebut harus dipatuhi oleh negara anggota dari organisasi
tesebut, lalu intergovernmental yang memberi masing-masing negara anggota
kebebasan untuk menerapkan suatu keputusan yang disetujui, masing-masing
negara tidak tunduk pada kekuatan organisasi dan tetap independen (EU Learning,
2025). Kedua sifat ini tentunya terdengar saling bertentangan yang pastinya
menjadi pertanyaan bagaimana Uni Eropa menyatukan kedua hal tersebut
bersamaan, kedua sifat ini ternyata digunakan sesuai dengan The Three Pillars of

Maastricht” dimana masing-masing pilar mempunyai dasarnya sendiri.



Gambar 1.2 The Three Pillars of Maastricht
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Sumber: (The Pillars of Europe, 2018)

Pilar pertama berfokus pada Eropa sebagai komunitas dimana pilar ini
memungkinkan institusi dari komunitas Eropa untuk melaksanakan kewenangan
yang mereka dapat dari negara anggota di area yang telah diatur pada perjanjian
yang membuat pilar ini bersifat supranasional, lalu pilar kedua dan ketiga bersifat
intergovernmental dikarenakan pilar kedua befokus pada Common Foreign and
Security Policy (CFSP) atau kebijakan luar negeri dan keamanan, dan pilar ketiga
berfokus pada Justice and Home Affairs (JHA) atau keadilan dan dalam negeri yang
tentunya kedua tersebut merupakan hak independen dari masing-masing negara
anggota untuk menyetujui keputusan dari Uni Eropa (EU Learning, 2025). Terjadi
perubahan pada ketiga pilar setelah adanya Treaty of Lisbon dengan legislative act
dimana pilar tersebut tidak berlaku lagi dan kemudian membuat kooperasi antar-
negara dilakukan di bawah naungan Uni Eropa yang dinamakan /egislative act yang
lebih mengikat, namun hal tersebut tidak berlaku untuk Common Foreign Security
Policy (CFSP) dikarenakan tertulis dalam Treaty on European Union artikel 24.1
yang menyatakan bahwa adopsi dari /legislative act tidak berlaku pada CFSP
(Fabbrini, 2015).

Berdasarkan Treaty on the Functioning of the European Union (Artikel 289
legislative act adalah keputusan yang diadopsi/diterapkan berdasakan prosedur
legislatif biasa atau prosedur legislatif khusus. Legis/ative act ini merupakan respon

dari legislatif Uni Eropa terhadap suatu isu dan biasanya akan menghasilkan suatu



direktif berdasarkan isu yang beredar. Respon tersebut akan membuat framing oleh
para petinggi di Uni Eropa dalam menghadapi suatu masalah yang kemudian akan
dibuatkan suatu kebijakan atau direktif. Dalam pembuatan direktif tersebut Uni
Eropa akan berusaha untuk memberi suatu tujuan kepada masing-masing negara
anggota untuk dicapai, namun tidak memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut.
Berdasarkan artikel ke-288 dari Treaty on the Functioning of the European Union,

direktif tidak seperti regulasi atau keputusan pada umumnya dikarenakan:

1. Dibandingkan regulasi, yang dimana secara langsung akan berlaku
pada setiap negara anggota, direktif tidak secara langsung dapat
berlaku pada negara anggota dikarenakan mereka harus diubah
menjadi hukum nasional sebelum direktif berlaku di setiap negara

anggota;

2. Dan dibandingkan dengan keputusan, direktif mempunyai

penerapan umum (European Union , 2025).

Uni Eropa menanggapi masalah perdagangan senjata api ilegal dengan
serius dan dengan penerapan kebijakannya, terhitung sudah ada beberapa kali Uni
Eropa menerbitkan legislative act mengenai peredaran senjata api ilegal di Eropa
yang juga melibatkan negara-negara lain yang berada disekitar kawasan Eropa
sebagai bentuk kerja sama untuk menghadapi perdagangan senjata api ilegal lintas

batas.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, Uni Eropa memiliki cara
untuk menghadapi perdagangan senjata api ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Uni Eropa membentuk kebijakannya dalam menghadapi isu
perdagangan senjata api ilegal berdasarkan setiap program yang dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini akan berusaha meneliti gap atau
masalah yang ada dalam konteks kebijakan yang telah dilakukan oleh Uni Eropa
dengan decision making. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman
yang lebih mendalam tentang bagaimana bentuk kebijakan Uni Eropa dalam

menghadapi perdagangan senjata api ilegal.



1.2 Rumusan Masalah

Beberapa isu tindak kriminal hingga fluktuasi dari jumlah
penangkapan dan penyitaan dari kasus perdagangan senjata api ilegal di
Eropa telah menjadi masalah bagi negara-negara anggota dan tentunya
menimbulkan kekhawatiran baik itu dalam level nasional maupun regional.
Uni Eropa sebagai organisasi yang menjadi penghubung antar-negara di
kawasan Eropa tentunya mempunyai peran penting sebagai organisasi yang
mempunyai legitimasi terutama dalam pembuatan kebijakan yang dapat
memberi efek kepada laju perdagangan senjata api ilegal di Eropa. Maka
dari itu penulis akan menjawab satu pertanyaan penelitian yakni:
“Bagaimana bentuk serta proses pengambilan keputusan kebijakan Uni

Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal di kawasan Eropa?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang menjadi fokus, untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk kebijakan Uni Eropa dalam kasus perdagangan

senjata api ilegal, dan;

2. Menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kasus perdagangan

senjata api ilegal di Eropa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama dalam segi:

a. Akademis: Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam
kajian ilmu hubungan internasional khususnya pada studi kebijakan di

kawasan Eropa;

b. Praktis: Penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi dan acuan untuk

pihak lain.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua bagian yakni
landasan analisis dan kerangka pemikiran. Landasan analisis terdiri dari penjelasan
mengenai teori dan konsep yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan pada bagian
kerangka pemikiran, penulis memvisualisasikan alur berpikir yang diterapkan
dalam penelitian serta menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan Uni Eropa dalam

menghadapi perdagangan senjata api ilegal.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti memaparkan sejumlah literatur untuk dijadikan
sebagai pondasi serta perbandingan dengan penelitian ini. Literatur yang dipilih
berdasarkan kemiripan topik dan isu yang dibahas di dalamnya dengan tujuan agar

penelitian yang sedang dirancang memiliki landasan yang jelas dan terarah.

Dalam menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, peneliti menggunakan
metode bibliometrik dengan bantuan dua perangkat lunak: Publish or Perish, yang
digunakan untuk mencari dan mengumpulkan basis data penelitian terdahulu sesuai
dengan kata kunci yang dimasukkan, dan VosViewer, yang digunakan untuk
menganalisis dan memvisualisasikan data berbasis teks yang dihasilkan oleh
Publish or Perish, seperti data bibliografi, kata kunci, atau tulisan. Analisis
bibliometrik adalah studi kuantitatif tentang bahan kepustakaan. Analisis ini
memberikan gambaran umum tentang bidang penelitian yang dapat diklasifikasikan
berdasarkan publikasi, penulis, dan jurnal (Merigdé & Yang, 2016). Peneliti
menggunakan beberapa kata kunci yang relevan untuk mendapatkan data yaitu
penggunaan kata atau keyword seperti European Union, firearms trafficking, dan

foreign policy. Data yang sudah dikumpulkan dari Publish or Perish kemudian



diolah melalui VosViewer, peneliti menemukan bahwa sudah ada beberapa
penelitian mengenai perdagangan senjata api ilegal namun masih sedikit penelitian
yang berfokus pada kebijakan Uni Eropa itu sendiri dalam menangani perdagangan

senjata api ilegal. Berikut data yang berhasil peneliti olah melalui VosViewer :

Gambar 2.1 Hasil pemetaan di VosViewer

foreign policy

& VOSviewer

Sumber: diolah peneliti untuk kepentingan penelitian

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui Publish or Perish
setidaknya ada kurang lebih 300 jurnal dan artikel yang sudah dikumpulkan dan
kemudian diolah dengan VosViewer yang kemudian menghasilkan beberapa kata
kunci yang akan ditampilkan secara berkelompok berdasarkan kemunculan
bersama dalam artikel atau dokumen penelitian. Area yang lebih terang dan juga

lebih terkonsentrasi menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi.

Penelitian Pertama diambil dari jurnal dengan judul “4 Qualitative Analysis
of Illicit Arms Trafficking on Darknet Marketplaces” oleh Pantelitsa Leonidou,
Nikos Salamanos, Aristeidis Farao, Maria Aspri, Michael Sirivianos dari /8th
International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2023)
tahun 2023, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.



Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perdagangan senjata api
ilegal yang dilakukan melalui internet dan mesin pencarian khusus untuk mencari
laman yang tersembunyi yang biasa disebut darknet dengan menggunakan web
crawler berbasis ACHE dan mesin pencari dark web populer seperti Ahmia, Deep
Search, dan Onion Land Search. penulis menyajikan laporan komprehensif tentang
berbagai senjata, bahan peledak, dan produk terkait yang tersedia, bersama dengan

metode pembayaran dan pengiriman penjual.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai proses transaksi jual beli
yang dilakukan bukan dengan cara tradisional seperti penggunaan mata uang
konvensional seperti Euro, dolar AS, dll. Namun menggunakan mata uang kripto
(cryptocurrency) seperti Bitcoin, Monero, dan Ethereum. Beberapa laman juga
bersedia mengirim senjata ke seluruh penjuru dunia dengan jangka waktu

pengiriman sekitar 2 hingga 30 hari tergantung dengan seberapa jauh negara tujuan.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa laman-laman tersebut cenderung
mudah diakses oleh orang pada umumnya dan laman tersebut dikelola dengan baik
dengan kumpulan senjata yang beragam serta pelayanan konsumen yang baik dan

efisien.

Penelitian kedua diambil dari jurnal dengan judul “Beyond Firearms: The
European lllegal Arms Market Through A Criminological Lens” oleh Piotr
Chlebowicz dan Szymon Buczynski dari University of Warmia dan Mazury tahun

2024, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis membahas fenomena perdagangan senjata api
ilegal yang memiliki dampak yang lebih besar secara ekonomi dan sosial serta
keadaan geopolitik yang terus berubah di kawasan Eropa. Adanya ketersediaan,
kepemilikan, dan penggunaan senjata api ilegal seharusnya dapat dipertimbangkan

sebagai faktor yang dapat mengganggu kestabilan di masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa banyak jaringan faktor
yang berkontribusi dalam perdagangan senjata api ilegal dan konsekuensinya pada

masyarakat. Pasar ilegal dapat berubah dan bertransformasi sesuai dengan kondisi
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pasar sehingga akan semakin sulit juga dalam memahami pola dari kriminal

terorganisir terutama dalam perdagangan senjata api ilegal.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal dengan judul “An Appraisal Of The
European Union Legal Framework lllicit Firearms Trafficking After Directive
2017/853/EU” oleh Christian Ponti dari University of Milan tahun 2018, metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini berkutat pada Directive 2017/853/EU yang merupakan
kerangka kerja dari legislative act oleh Uni Eropa, kerangka kerja tersebut
merupakan amandemen dari 91/477/EEC yang berfokus pada kepemilikan senjata
oleh sipil yang kemudian pada 2017/853/EU berfokus pada mengatur serta
memfasilitasi perdagangan senjata juga memberi keamanan tertinggi pada
masyarakat Uni Eropa. Dengan memberikan peraturan ketat dalam kepemilikan dan
perdagangan online diharapkan kerangka kerja ini memberi dampak dalam

menangani kebocoran dari pasar senjata legal ke pasar ilegal.

Penulis menyatakan bahwa Directive 2017/853/EU memberi sebuah
kemajuan dengan amandemennya dibandingkan dengan versi sebelumnya, namun
hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya masalah terutama dalam sisi
kebijakan legislatif yang terbilang lemah dikarenakan ketidakmampuan Uni Eropa
dalam mengharmonisasikan hukum pidana dalam perdagangan senjata api ilegal

pada negara anggota.

Penelitian keempat diambil dari jurnal dengan judul “/llicit arms trafficking
and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans” oleh Jana
Arsovska & Panos A. Kostakos dari Trends in Organized Crime tahun 2008, metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun insentif ekonomi tampak kuat
dalam banyak kasus, isu-isu budaya, sosial, dan politik lainnya juga membentuk
pasar senjata ilegal di wilayah tersebut. peneliti berpendapat bahwa baik
pemahaman maupun penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir juga harus

mencakup sifat non-ekonomi dari jenis perilaku kriminal ini.
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Penelitian ini menemukan beberapa asumsi yang dikemukakan oleh peneliti
yaitu pertama, peneliti berpendapat bahwa aktor yang berpartisipasi di pasar senjata
ilegal membangun interpretasi yang berbeda tentang risiko, upaya, dan imbalan
yang dihasilkan oleh penyelundupan senjata ilegal. Kedua, peneliti berpendapat
bahwa perilaku aktor didasari oleh rasionalitas terbatas, bukan rasionalitas normatif.
Senjata ilegal, tidak seperti barang lainnya, memiliki karakteristik yang memberi

individu kemampuan untuk mengambil atau menyelamatkan nyawa.

Penelitian kelima diambil dari jurnal dengan judul “Arms Trafficking in
Transnistria: A European Security Threat?” oleh Daniela Peterka-Benton tahun

2012, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Transnistria adalah wilayah separatis yang berada di perbatasan Moldova
dan Ukraina, Transnistria telah dianggap menjadi surga bagi kegiatan kriminal
transnasional, termasuk perdagangan senjata api ilegal, perdagangan manusia, dan
pencucian uang. Penelitian ini mencoba mengevaluasi apakah wilayah separatis
kecil ini, yang secara geografis terletak di Eropa, benar-benar merupakan masalah
keamanan yang serius melalui tinjauan pustaka dan survei yang diberikan kepada

organisasi-organisasi kunci di wilayah tersebut.

Ketidakjelasan eksistensi Transnistria memberi ancaman kepada dunia
internasional, di bawah naungan Moldova dan didukung oleh pemerintah Rusia
yang memiliki kendali atas tumpukan senjata, amunisi, dan personel militer yang
sangat besar. Tentunya kawasan Eropa terancam dikarenakan akses ke wilayah
tersebut sangat terbatas dan membuat ancaman yang sebenarnya sulit untuk dilihat
lebih lanjut. Lalu upaya penyelesaian konflik politik yang belum berhasil dan
menyisakan entitas kriminal yang tidak stabil berlokasi di pusat negara-negara

anggota Uni Eropa dan NATO.

Penelitian keenam diambil dari jurnal dengan judul “The European Union's
model of Integrated Border Management: preventing transnational threats, cross-
border crime and irregular migration in the context of the EUS security policies
and strategies” oleh Johann Wagner tahun 2021, metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
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Penelitian ini membahas mengenai Ancaman transnasional, kejahatan lintas
batas, dan migrasi tidak teratur memerlukan respons yang komprehensif,
multidimensi, kolektif, terkoordinasi dengan baik, dan terintegrasi. Manajemen
perbatasan terpadu Uni Eropa merupakan model kerja sama dan koordinasi yang
matang dalam bentuk respons yang komprehensif, multidimensi, dan kolektif di

antara beragam negara dengan norma, kepentingan, dan prioritas yang berbeda.

Peneliti menyatakan bahwa Uni Eropa adalah proyek perdamaian terbesar
dalam sejarah dan telah memastikan kerja sama dan pemahaman internasional di
Eropa. Hal tersebut dikarenakan Uni Eropa mampu mengutamakan keamanan dan
hak asasi manusia, perubahan iklim, terorisme, dan lain-lain yang dilakukan dengan
kemampuan Uni Eropa dalam membuat negara dan masyarakat bertumbuh bersama,
hubungan perdagangan yang berkembang, dan integrasi perbatasan. Perjanjian
Schengen membuat pengelolaan perbatasan saling menguntungkan bagi negara
anggota, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini didukung oleh regulasi Integrated
Border Management yang bertujuan untuk mengelola penyeberangan perbatasan
eksternal secara efisien. Tujuannya adalah mengatasi tantangan migrasi tidak
teratur dan ancaman potensial lainnya seperti terorisme dan kejahatan terorganisir
lintas batas. Model ini membantu memastikan tingkat keamanan internal yang
tinggi di dalam Uni Eropa, sambil tetap menghormati hak-hak fundamental dan

menjaga kebebasan bergerak orang di dalam Uni Eropa.

Penelitian ketujuh diambil dari jurnal dengan judul “The future of EU
Foreign, Security and Defence Policy: Assessing legal options for improvement”
oleh Ramses A. Wessel, Elias Anttila, Helena Obenheimer, dan Alexandru Ursu

tahun 2020, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini memberi beberapa saran untuk meningkatkan fungsi CFSP.
Penulis menggarisbawahi pentingnya ‘normalisasi’ CFSP yang telah diterima
secara bertahap untuk meningkatkan fungsi dari CFSP dengan berfokus pada sisi
legal ketimbang solusi politik dan berfokus untuk berkontribusi pada debat yang
tengah berlangsung mengenai efektivitas dari CFSP. peneliti telah mengidentifikasi
beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan CFSP dan

memungkinkannya memenuhi amanat Perjanjian untuk 'mencakup semua bidang
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kebijakan luar negeri dan semua pertanyaan yang berkaitan dengan keamanan Uni

Eropa'.

Beberapa solusi tersebut terdiri dari kerja sama yang fleksibel, Penggunaan
instrumen non-CFSP untuk melaksanakan CFSP, dan adaptasi secara prosedural
dan institusional. Berdasarkan studi yang ada, asumsi peneliti adalah bahwa kurang
optimalnya potensi CFSP sebagian besar disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti
'aturan dan prosedur khusus' untuk CFSP yang menghambat integrasi bidang
kebijakan ini ke dalam tindakan eksternal CFSP secara keseluruhan. Aturan dan
prosedur khusus ini mencakup aturan pemungutan suara khusus dan peran yang
berbeda untuk institusi dibandingkan dengan bidang hubungan eksternal lainnya.
'Aturan dan prosedur khusus' dapat dipertahankan untuk bidang kebijakan yang
paling sensitif, termasuk CSDP, tetapi tujuan keseluruhan haruslah mengambil
langkah selanjutnya dalam mengkonsolidasikan tindakan eksternal Uni Eropa dan
pada akhirnya, semua tantangan internal terhadap CFSP dapat direduksi menjadi
satu konsep tunggal yaitu kedaulatan yang membuat Uni Eropa semakin mudah
dalam merumuskan CFSP nya tanpa harus memikirkan pendapat dari negara

anggota.

2.2 Landasan Konseptual

Konsep yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan
decision making berdasarkan model yang dijabarkan Morin & Paquin, serta kerja
sama internasional. Landasan konseptual ini bertujuan untuk membantu
menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat oleh para aktor untuk mencapai suatu

capaian optimal dan sesuai dengan target proyek yang direncanakan.

2.2.1 Kebijakan Uni Eropa

Secara umum kebijakan dapat mendefinisikan sebagai suatu program
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (Laswell & Kaplan,
1970). Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan kebijakan adalah segala upaya
kolektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks Kebijakan Uni
Eropa, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan publik atau

luar negeri pada umumnya yang menekankan peran pemerintah/government
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sebagai pihak yang paling berwenang, sedangkan menurut Wallace dkk. (2005) Uni
Eropa memiliki banyak sekali pihak baik dari negara dan non-negara yang
kemudian disebut dengan governance dimana setiap pihak atau pemangku
kepentingan memiliki preferensi untuk membentuk kebijakan dengan proses yang

berkelanjutan yang mengkonstitusikan sistem pemerintahan kolektif dari Uni Eropa.

Wallace dkk. (2005) menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak semata-
mata merupakan hasil keputusan satu negara, melainkan lahir dari proses
institusional yang kompleks, melibatkan interaksi antara lembaga supranasional
(seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Mahkamah Eropa) serta negara-negara
anggota melalui Dewan Uni Eropa. Dengan demikian, kebijakan Uni Eropa bersifat
multi-level governance, di mana kewenangan terbagi antara tingkat supranasional
dan nasional. Maka dari itu biasanya Uni Eropa menyebut kebijakannya sebagai
policy cycle dimana pada periode yang ditentukan biasanya dilakukan suatu
evaluasi, evaluasi ini akan dijadikan patokan oleh seluruh pihak yang terlibat untuk

mengemukakan pendapat dan kepentingannya masing-masing.

Wallace juga mengemukakan setidaknya ada lima mode dalam kebijakan

Uni Eropa, yaitu:

1. Regulatory Mode, mode ini memberi kerangka kerja pada beberapa
keputusan kecil dan peraturan. Mode ini membantu Uni Eropa dan

negara anggota untuk saling terhubung dalam pengambilan keputusan.

2. Policy Coordination, mode ini memberi negara anggota kesempatan
untuk saling bertukar informasi dalam pelaksaan kebijakan hingga

operasi gabungan.

3. Distributional Mode, mode ini membantu negara-negara untuk
menerima informasi dari Uni Eropa perihal sumber daya yang mereka
dapatkan. Dalam kaitan perdagangan senjata api ilegal, negara anggota
menerima informasi dalam penanganan hukum beserta bantuan

kelembagaan.
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4. Intense Transgovernmentalism, mode ini memberi hak penuh kepada
pemerintah dari masing-masing negara anggota dalam pelaksanaan
kebijakan tanpa harus melibatkan penuh Uni Eropa, hal ini dilakukan
untuk menghindari isu sensitif yang mengganggu kedaulatan dari negara

anggota.

5. Traditional Community, mode ini merujuk pada sifat supranasional dari
Uni Eropa. Walau dalam isu perdagangan senjata api ilegal mode ini
tidak digunakan secara intens, namun Uni Eropa tetap menggunakkan
sifat supranasional-nya dalam menjembatani proses kebijakan (Wallace

et al., 2005).

2.2.2 Decision Making
Decision Making atau pengambilan keputusan merupakan unsur penting yang
dimiliki oleh negara/aktor dalam menghadapi suatu isu, decision making adalah
sebuah proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah proyek alternatif yang
bermasalah dan terbatas yang didefinisikan secara sosial menjadi satu proyek yang
dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan masa depan tertentu yang dibayangkan

oleh para pembuat keputusan (Snyder et al., 2002).

Snyder juga berasumsi tentang siapa yang memiliki hak dalam mengambil
keputusan dimana Ia menulis bahwa hanya mereka yang memiliki peran dalam
pemerintahan seperti pejabat yang dapat dilihat sebagai pengambil keputusan
(Snyder et al., 2002). Hal ini dilatarbelakangi oleh argumen Snyder dimana proses
Decision Making dan menghubungkan pejabat pemerintahan serta pejabat non-
negara membutuhkan suatu peran yang dapat diakui oleh semua aktor, sedangkan
pejabat non-negara pada umumnya tidak begitu mempunyai peran yang

berpengaruh dibanding dengan pejabat pemerintahan.

Proses decision making yang dikemukakan Morin & Paquin (2018) juga
digunakan karena kemampuan model ini dalam menjelaskan proses kebijakan
secara komprehensif dengan enam fase pengambilan keputusan, yaitu: framing,
agenda setting, options, decision, implementation, dan evaluation. Model ini

relevan untuk menganalisis kebijakan Uni Eropa karena struktur pemerintahan UE
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bersifat kompleks dimana struktur ini melibatkan interaksi antara institusi
supranasional dan sistem intergovernmental. Dengan demikian, penggunaan model
enam fase ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri kapasitas UE sebagai
institusi supranasional dan hambatan implementatif pada negara anggota, dibawah

ini juga akan dijelaskan mengenai keenam fase tersebut beserta penjelasannya:

Gambar 2.2 Proses Decision Making

| 1. Framing Social scale
Vel S A
i
2. Agend i
6. Evaluation Eﬁ'ﬂ a |
setting v
e
T l Governmental scale
5. A
: 3. Options :
Implementation |
S H
I

\ ‘/ ¥
. Individual scale
4, Decision

Sumber: (Morin & Paquin, 2018)

1. Framing, yaitu dimana suatu isu diangkat agar menjadi topik yang
perlu diperhatikan dan untuk melakukan ini isu tersebut harus
dibentuk oleh “policy entrepreneurs” sebagai hal yang penting dan
memiliki keterkaitan yang dengan sektor lain yang signifikan
contohnya adalah isu perdagangan senjata api ilegal menjadi

perhatian dalam sektor keamanan;

2. Agenda setting, di saat para pemimpin politik dihadapkan dengan
berbagai pertanyaan dan tidak dapat memeriksa semuanya, disini
aktor non-negara mempunyai peran penting dan kapasitas dalam
meyakinkan dan menggerakkan orang-orang kunci yang dapat

mengontrol akses kepada sang pemimpin. Meyakinkan mereka
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mengenai pentingnya isu yang muncul agar dimasukkan ke dalam

daftar prioritas politik;

3. Options, adanya kerangka kerja dan kesempatan politis menentukan
pemanggilan otoritas politik untuk meneliti opsi kebijakan yang
berbeda Dalam fase ini di saat suatu isu memiliki beberapa opsi
pendekatan otoritas politik tersebut akan menentukan opsi
pendekatan mana yang akan diambil yang kemudian akan membawa

isu ini ke siklus selanjutnya;

4. Decision, setelah opsi disajikan maka para pengambil keputusan
dipanggil untuk menentukan opsi yang terbaik sesuai dengan

prosedur dari negara masing-masing pengambil keputusan;

5. Implementation, dalam implementasinya administrasi publik
bertanggung jawab dalam bagaimana kebijakan tersebut
diinterpretasikan, diterapkan, dan diatur secara berlanjut ke keadaan

eksternal;

6. Evaluation, dalam fase ini evaluasi bebas diinterpretasikan
dikarenakan hasil dari kebijakan tersebut umumnya beragam dan

memiliki banyak penyebab.

Agar model Morin & Paquin dapat diaplikasikan dalam konteks penelitian
ini, setiap fase dioperasionalkan melalui indikator spesifik. Fase framing diukur
melalui pernyataan institusional, laporan ancaman, dan narasi politik yang
membingkai perdagangan senjata api ilegal sebagai isu prioritas. Agenda setting
diidentifikasi melalui dokumen kebijakan, keputusan strategis Dewan Eropa, serta
tekanan dari aktor kepentingan. Fase options dianalisis melalui alternatif kebijakan
yang diajukan Komisi Eropa. Decision ditelusuri melalui proses legislasi dan adopsi
kebijakan seperti Firearms Directive maupun Action Plan. Implementation dilihat
dari tindakan operasional, kerja sama EMPACT, dan mekanisme pertukaran data.
Terakhir, evaluation dianalisis melalui laporan implementasi, tingkat kepatuhan

negara anggota, serta efektivitas kebijakan dalam menekan peredaran senjata ilegal.
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2.2.3 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah hal yang krusial terutama jika banyak pihak
dari negara yang berbeda terlibat dalam suatu isu yang menumbuhkan sikap kolektif
yang berusaha untuk membangun relasi antar-negara agar tercapai suatu tujuan
yang sudah direncanakan. Menurut K.J Holsti (1998) kerja sama internasional dapat

didefinisikan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan
saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau

dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk

mencapai kepentingan dan nilai nilainya.

3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau
lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau

benturan kepentingan.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan

yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar-negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Savedoff (2012) juga mengemukakan bahwa kerja sama internasional
memiliki dua bentuk paradigma yang Ia sebut sebagai global government dan mixed
coalition. Dalam kategori global government biasanya memiliki organisasi,
prosedur, dan tindakannya pada bentuk tipikal negara-bangsa modern. Paradigma
ini cenderung membuat suatu pemerintahan yang memiliki otoritas dan legitimasi
untuk menetapkan aturan dan tindakan yang mengikat negara-negara anggota,
sebagai contoh adalah organisasi seperti PBB, IMF, World Bank, WHO, dan bahkan

Uni Eropa yang sangat cocok menggambarkan bagaimana paradigma ini bekerja.

Lalu ada kategori mixed coalition yang dalam paradigma ini

mengedepankan pendekatan sukarela dan kesepakatan bersama dalam kerja sama
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internasional. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan global government.
Dalam paradigma ini, mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan yang
mungkin termasuk beberapa negara-bangsa tetapi juga NGO, yayasan swasta,
perusahaan non-profit, dan kelompok masyarakat sipil—yang terbentuk dari
inisiatif spesifik yang mungkin atau tidak menghasilkan pembentukan organisasi

formal (Savedoft, 2012).
Kerja sama internasional juga memiliki tiga bentuk yang umum, yaitu:

1. Kerja sama bilateral, bentuk ini melibatkan dua pihak atau
negara untuk mencapai suatu kepentingan yang diingin oleh
kedua belah pihak. Contonya seperti kerja sama antara
Indonesia dan Jepang pada sektor teknologi dan otomotif,

atau Tiongkok dan Rusia pada sektor ekonomi, dlI.

2. Kerja sama multilateral, bentuk ini melibatkan lebih dari dua
negara yang tidak dibatasi oleh batasan atau kawasan, pada
bentuk ini biasanya kerja sama terjadi dalam bentuk

organisasi seperti OPEC, JAROKUS, NATO, dll.

3. Kerja sama regional, bentuk ini melibatkan banyak negara
yang berada pada suatu kawasan yang sama contohnya

seperti ASEAN, Uni Eropa, APEC, dll.

Dalam konteks kerja sama regional, umumnya kerja sama ini mencakup
campuran kekhawatiran ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang berbeda; dan
ada berbagai bentuk interaksi antara regionalisasi dan berbagai cara di mana negara
dapat mempromosikan kohesi regional yaitu kondisi dimana negara dalam satu
kawasan dapat berkembang seimbang dan harmonis. Negara mempunyai obligasi
untuk bekerja sama dalam level regional dikarenakan oleh budaya dan sistem
politik yang berbeda dari satu benua ke benua lain, dari satu wilayah ke wilayah
lain walaupun beberapa dari mereka bekerja sama dengan organisasi multilateral
tertentu namun sangatlah fundamental bagi suatu negara untuk bekerja sama di

wilayah regional mereka (Pierre et al., 2024).
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Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai pondasi dalam

membangun pola pikir serta gambaran mengenai kebijakan Uni Eropa dalam

mengatasi perdagangan senjata api ilegal di Eropa

Perdagangan Senjata Api Ilegal
di Eropa yang fluktuatif selama
2019-2023

-

o

Uni Eropa membentuk suatu kebijakan sebagai
respons untuk menangani perdagangan senjata api

ilegal di Eropa.

~

)

Kebijakan Uni
Eropa

Decision Making

(Framing, Agenda Setting, Option,
Decision, Implementation, Evaluation)

Kerja sama

Internasional

Bentuk kebijakan Uni Eropa dalam menangani
perdagangan senjata api ilegal yang didasari
oleh fluktuasi kasus dalam perdagangan senjata
api ilegal

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: pengolahan data oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.



III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan metodologi yang digunakan
dalam penelitian ini. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian: jenis penelitian, fokus
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif,
yang memiliki fokus pada identifikasi dan kebijakan Uni Eropa terhadap
perdagangan senjata api ilegal di Eropa. Sumber data yang digunakan adalah
sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data melalui studi
literatur yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data dan menghasilkan

elaborasi penelitian serta kesimpulan data.

3.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik
deskriptif karena masalah yang dibahas merupakan fenomena yang melibatkan
tempat, waktu, dan peristiwa yang terjadi. Pendekatan kualitatif merupakan strategi
penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata daripada data angka pada
pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2015). Creswell juga mengemukakan
bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran secara umum yang dianalisis
mengenai fenomena dan kejadian secara historis (Creswell, 2014). Maka dari itu
untuk memahami kebijakan Uni Eropa dalam menangani perdagangan senjata api
ilegal, 20192023 serta ketidakstabilan dari penyitaan senjata api ilegal di kawasan
Eropa maka metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai alat bantu

untuk peneliti.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi, menganalisis, dan
mendeskripsikan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal yang
kemudian dikaitkan tentang respons yang dikeluarkan oleh Uni Eropa oleh adanya
kebijakan yang dikeluarkan seperti publikasi media, jurnal tahunan, dan segala
upaya kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota yang kemudian dianalisis
menggunakan teori yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu Decision Making.
Fokus penelitian akan memberikan suatu batasan pada data relevan yang sedang
diteliti, sehingga peneliti memiliki fokus yang tajam terhadap isu dan masalah yang
dibahas sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan memiliki pondasi yang sesuai
dengan fokus penelitian ini yaitu pembahasan respons Uni Eropa terhadap
perdagangan senjata api ilegal, maka peneliti berharap dapat menganalisis dan juga

menjawab pertanyaan penelitian secara kredibel dan juga detail.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui orang lain atau sebuah melalui media seperti buku, jurnal, situs, laporan,
dan berita (Sugiyono, 2013). Data sekunder dipilih oleh peneliti disebabkan oleh
keterbatasan waktu, lokasi, dan kondisi untuk melakukan penelitian secara
langsung. Pada penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari penelitian

terdahulu, jurnal ilmiah, laman berita terpercaya, dan bahan pustaka lain.

Data sekunder yang digunakan untuk mengisi penelitian mengenai
kebijakan Uni Eropa dalam menangani perdagangan senjata api ilegal di Eropa
didapat dari dokumen resmi dari organisasi atau lembaga terkait seperti
europol.europa.eu atau website European Commission dan juga website seperti
www.unodc.org untuk menghimpun data tentang laporan mengenai perputaran

senjata api ilegal secara umum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti memilith untuk menggunakan data sekunder yang akan

menggunakan studi literatur untuk mencari data data-data yang relevan dengan
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topik penelitian yang dipilih. Hal ini meliputi artikel jurnal, dokumen resmi dari
organisasi, situs yang kredibel, dan buku yang memiliki keterkaitan dengan topik
penelitian. Sebagian besar data yang dikumpulkan akan diperoleh berasal dokumen

dan jurnal yang resmi dari organisasi terkait.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian dianalisis menggunakan
teknik kondensasi data bertujuan untuk mempermudah analisis, meningkatkan
fokus, dan menghemat waktu dalam pengolahan data. Teknik kondensasi data
sendiri adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau
transformasi data yang muncul dalam keseluruhan isi kumpulan catatan observasi,
transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya yang akan menguatkan
data yang didapat lebih kuat (Miles, Huberman, & Saldafia, 2014). Ditahap
penyajian data, peneliti menganalisis dengan decision making. Setelah penyajian
data selesai, tahapan akhir yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan
untuk menginterpretasikan data yang telah disajikan dan mengelaborasinya menjadi
sebuah analisis deskriptif. Kesimpulan yang peneliti ambil juga telah diverifikasi
untuk memastikan validasinya. Informasi yang diperoleh peneliti berasal dari
sumber yang berbeda-beda seperi Uni Eropa, negara anggota dari Uni Eropa,
pakar/ahli, dan peneliti lainnya. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh
penguatan yang meningkatkan validitas analisis untuk menjawab pertanyaan

penelitian.



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai proses
pengambilan keputusan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata
api ilegal selama periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
banyak sekali faktor yang terjadi dalam bagaimana Uni Eropa membentuk
kebijakannya yang dilakukan pada level of analysis yang berbeda dari level
sosial, pemerintahan, hingga individu. Struktur Uni Eropa yang unik
sebagai sebuah institusi berbasis regional yang tentunya secara geografis
saling berdekatan satu sama lain tentunya menjadi tantangan sendiri dalam
pembentukan kebijakannya dalam menghadapi perdagangan senjata api

ilegal.

Melalui enam fase decision making oleh Morin & Paquin menjadi
sebuah gambaran simpel bagaimana Uni Eropa membentuk kebijakanya
dengan melewati berbagai fase dimulai dari framing agar isu perdagangan
senjata api ilegal menjadi masalah yang penting melalui berbagai macam
kejadian yang memberi ancaman terhadap keamanan Uni Eropa, kemudian
agenda setting untuk mendorong seluruh aktor berpengaruh untuk
memprioritaskan isu perdagangan senjata api ilegal sebagai agenda politik
mereka, menuju ke fase berikutnya yaitu options dimana para aktor akan
diberi opsi untuk bersikap dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal
yang akan menghasilkan suatu keputusan atau fase decision dimana para
aktor pengambil keputusan sudah mematangkan keputusannya dan siap
untuk dilakukan fase selanjutnya yaitu implementation dimana kebijakan
Uni Eropa beserta perangkat-perangkat pembantunya dalam menghadapi
perdagangan senjata api ilegal mulai berlaku secara efektif, kemudian

ditutup dengan fase terakhir yaitu evaluation untuk melihat kembali hasil
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dari implementasi kebijakan beserta perangkat pembantunya yang bertujuan
untuk improvisasi dan adaptasi agar setiap langkah operasional dan
legislatif terhadap perdagangan senjata api ilegal tetap relevan dan efektif

demi keamanan daerah Uni Eropa.

Tidak lupa juga partisipasi “negara ketiga” sebagai mitra terdekat Uni
Eropa yang masih dalam benua Eropa namun tidak bergabung dalam
institusi Uni Eropa seperti negara-negara Balkan Barat, Moldova, dan
Ukraina. Kerja sama ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral jika
kita melihat Uni Eropa sebagai satu entitas negara dan Balkan Barat,
Moldova, dan Ukraina yang kemudian dikatakan sebagai “negara ketiga”
sebagai satu entitas negara lain yang saling sepakat untuk mencapai tujuan
kolektif yang dapat menguntungkan masing-masing negara satu sama lain.
Layaknya status Uni Eropa sebagai institusi, kerja sama ini juga terbilang
unik dikarenakan ke-spesialan Uni Eropa sebagai entitas “supranasional”

yang mampu melakukan pemerintahan diatas definisi negara secara umum.

Secara realistis kebijakan Uni Eropa sudah dilaksanakan secara
maksimal, action plan yang merupakan inisiatif dari negara anggota beserta
EMPACT tentunya sebuah usaha kolektif yang tidak dapat dipungkiri
dikarenakan sistemnya yang benar-benar kooperatif tanpa memikirkan
lintas batas masing-masing negara anggota. Meski demikian, keberhasilan

kebijakan tersebut masih terhambat oleh:
1. Inkonsistensi transposisi Firearms Directive di negara anggota,
2. Kesenjangan implementasi teknis di tingkat operasional,

3. Tantangan koordinasi antar-lembaga dan antar-negara, terutama
dalam hal pertukaran data intelijen dan penegakan hukum lintas

batas.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme
harmonisasi hukum serta peningkatan kapasitas negara anggota dalam

mendukung tujuan kebijakan secara kolektif.
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5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran kepada para pengkaji Hubungan

Internasional agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan Uni

Eropa dalam hal keamanan, tentunya perdagangan senjata api ilegal sebagai

salah satu komponen pentingnya.

a)

b)

Peneliti menyarankan agar pengkaji dapat lebih fokus menyoroti
dinamika dalam kebijakan perdagangan senjata api ilegal, dimana
secara manifesto terdengar ambisius dan meyakinkan namun
dalam praktiknya banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Hal
ini penting guna mengidentifikasi bagaimana betuk kebijakan Uni
Eropa untuk tetap relevan dan adaptif ditengah ketidakjelasan
dari masalah legislatif dan operasional yang terjadi dalam
pelaksanaan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata

api ilegal.

Uni Eropa sebagai kepala dalam kebijakan ini Perlu memperkuat
sistem harmonisasi hukum pidana terkait kepemilikan dan
distribusi senjata api dengan memperjelas standar minimal
implementasi Firearms Directive di tingkat nasional. Kedetailan
dan konsistensi data dari negara anggota juga harus diperhatikan

untuk mendapatkan hasil yang optimal.
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